5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam BAB | hingga BAB IV dalam

penulisan hukum ini, bahwa adanya permasalahan yang terjadi saat ini di

masyarakat Indonesia yaitu mengenai keterlibatan anak sebagai objek dalam

sosial media, sehingga membuat penulis ingin melakukan sebuah penelitian

yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum dengan

adanya dua identifikasi masalah sebagai berikut:

1.

Apakah keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media dapat
dikategorikan sebagai eksploitasi orang tua terhadap anak?
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek

dalam sosial media?

Berdasarkan hasil analisa atas permasalahan hukum yang telah diteliti dan

dianalisa melalui pembahasan bab-bab terdahulu, maka disimpulkan sebagai
berikut:

a.

Keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media menurut penulis dapat
beresiko terhadap tindakan eksploitasi anak yang membahayakan.
Keterlibatan dalam hal ini dimaksud sebagai partisipasi/turut serta anak
dalam sosial media sebagai bentuk pengusahaan, pendayagunaan,
pemanfaatan, pemerasan mengenai tenaga anak, penggunaan anak untuk
keperluan seksual dengan imbalan uang atau bentuk penghargaan lain
antara anak, pelanggan, dan lainnya untuk memberikan keuntungan bagi
pihak yang melakukan aksinya. Keterlibatan anak dalam sosial media juga

dapat diartikan hanya sebagai membagikan foto atau video tanpa ada
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unsur sengaja memperoleh keuntungan dari foto atau video tersebut. Saat
ini, sosial media sangat rentan terhadap tindakan kejahatan, tidak hanya
terjadi pada orang dewasa tetapi dapat terjadi pada seorang anak sehingga
hal ini memberikan dampak-dampak terhadap pertumbuhan anak. Anak
yang terlibat sebagai objek dalam sosial media tidak seluruhnya dapat
dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak, namun dengan kebiasaan
menjadikan anak sebagai objek dalam sosial media akan berbahaya untuk
orang yang menyalahgunakan data pribadi anaknya sehingga tindakan
eksploitasi melalui sosial media anak akan terjadi. Tetapi tidak sedikit
juga kasus eksploitasi anak melalui sosial media telah terjadi di Indonesia.
Seperti dalam bab-bab terdahulu, telah di uraikan mengenai kasus
keterlibatan anak dalam sosial media di Indonesia, diantaranya melalui
perantara sosial media saat ini banyak para pihak turut melibatkan seorang
anak dalam sebuah konten sosial media youtube dengan jutaan penonton
yang memuat iklan dalam konten bersangkutan sehingga memberikan
pemasukan dana cukup besar bagi 1 (satu) konten dalam akun youtube
tersebut, selain itu banyak ditemukan endorsement atau mempromosikan
sebuah produk dengan melibatkan anak dalam sosial media instagram
yang akan mendapatkan penghasilan dana dari cara endorsement produk
tersebut, kemudian melibatkan anak menjadi seorang bintang model yang
diperkenalkan melalui Kids Agency dalam sosial media instagram dengan
membagikan sebuah foto maupun video model (seorang anak). Dari
sebuah sosial media pula ditemukan tindakan kejahatan lainnya, seperti
recruitment prostitusi anak melalui whatsapp yang saat ini telah terjadi di
masyarakat Indonesia, kasus pencabulan anak dengan cara
menyuruhlakukan tindakan asusila apabila tidak dilakukan maka pelaku
memberikan ancaman terhadap anak melalui sosial media Instagram. Hal

seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak
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melalui sosial media, dengan melihat unsur-unsur eksploitasi yang
terpenuhi.

. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai objek dalam
sosial media dirasakan tidak cukup memberikan perlindungan lebih
terhadap anak di sosial media baik itu dari segi pemerintah maupun
masyarakat di Indonesia. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan
pentingnya memberikan perlindungan bagi anak dibawah usia 18 tahun
menjadikan banyak masyarakat yang melibatkan anaknya dalam sosial
media. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, bahkan sumber internasional seperti
Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak 1989),
ILO Convention No.182 Concerning Of The Prohibition and Immediate
Action For The Elimination For The Worst Forms OF Child Labour
(Konvensi ILO No0.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak) yang telah disahkan
dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Pengesahan ILO Convention N0.182 Concerning Of The
Prohibition and Immediate Action For The Elimination For The Worst
Forms OF Child Labour (Konvensi ILO No0.182 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak)
memang telah diatur terlebih dahulu. Sehingga saat ini tindakan
eksploitasi secara negatif yang terjadi melalui sosial media terhadap anak
dengan menjatuhkan pidana dari aturan-aturan yang telah ada. Hal ini
dapat menimbulkan kebingungan bahwa ketika terdapat dua aturan atau
lebih untuk menjatuhkan satu kasus eksploitasi anak di sosial media,
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5.2

bagaimana aturan tersebut diterapkan dan aturan mana yang memang
seharusnya digunakan karena secara khusus belum ada aturan mengenai

anak dalam sosial media.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam

penulisan hukum ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

a. Dalam lembaga-lembaga yang turut memberikan perlindungan terhadap
anak, diharapkan lebih berkontribusi banyak serta menemukan solusi lain
untuk memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap anak dalam
sosial media seperti dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya
penyalahgunaan sosial media bagi orang tua, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman orang tua terhadap bahayanya tindakan
eksploitasi anak secara negatif, dengan hal tersebut juga memberikan
pengawasan, perlindungan serta kesejahteraan bagi anak.

b. Diberikan perlindungan hukum dengan rekriminalisasi aturan, membuat
aturan baru lebih khusus (spesifik) dengan mempertegas hak dan
perlindungan anak dalam sosial media disertai sanksi yang tegas sesuai
dengan kejahatan yang terjadi.
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